GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 980 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah
dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP
dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian
standar pelayanan informasi tentang penetapan dan
pemutakhiran daftar informasi publik, maka perlu
menetapkan Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Ne
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambaha
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10.

i i

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara |
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah i

kepulauan Riau Nomor 55);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
2019 tentang Pedoman Penetapan
Standar Operasional Prosedur Ad
di Lingkungan Pemerintah Provin
Daerah Provinsi Kepulauan Riau T




Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU . Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
KEDUA . Standar Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA  : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

~ ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022

lea.ka;rta,



Lampiran

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :980 Tahun 2022
Tanggal : 16 Agustus 2022
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DASAR HUKUM

I PELAKSANA

UL 14 Tahuan 2008 tentang Keterbukann Informast Pubilile

- Mampu dan menguasal regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan

2. Permendugri Nowmor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolnan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi Ketnenterian Informast;
Dalisin Negeri dan Pemerintahan Daeraly, - Memuahami Tugas dan Fungsi Jabatan
3 LI 25 Tuhun 2009 1entang Pelnyannn Publik; - Dapat bekerja sama dalam tim
1 PO Talnn 2010 tentang Pelaksanann Undang - Undang Nowor 14 Tahun 2008 tentnng, Keterbukaan Informasi - Dapat mengoperasikan komputer
Publik,
5 Perkd 1 Tahiun 20 13 tentang Pengklasifikasian nformasi Publik;
6 Perki 1 Tahun 2021 wotang Standar Layanan Inforwast Pablik,
7 Peraturan. Gubernar Kepri Nomor 76 Taliun 2017 tentang Tata Kerja Pengelols Layanan Informas) dan di Lingkungan Pemerintah
Provinst Kepulanan Riau;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
L. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
I 80P Pelavannn Permohonan Informnast Publik, 2, Term of Reference
2. SOP Penanganan Keberatan, 3. Alat Tulis Kantor
4 SOP Ui Konsekuens) Informasi Publik, 4. Jaringan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

e tdade dilakukan mnka Informast tidak akan tersedin dengan baik dan tidak akan tersusun sebagaimana mestinya

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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Pelaksana Pendukung
Kegiatan 7 At7 Ketenngan
PPID g Kelengkapan Waktu Output

PPID
Menyusun usulan Daftar Informasi Publik
berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun Daftar Informasi Publik yang 10 (sepuluh) hari Usulan Daftar
dari seluruh unit kerja / satuan kerja badan publik telah dihimpun kerja Informasi Publik
dan menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik

Tidak

PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap

usulan Daftar Informasi Publik dan meneruskan 20 (dua puluh) hari |Usulan Daftar

Usulan Daftar Informasi Publik

usulan Daftar Informasi Publik ke atasan PPID kerja Informasi Publik
untuk memperoleh persetujuan
e |
Daftar Informasi
Menyetuju / menolak usulan Daltar Informasi Publik yang

Usulan Daftar Informasi Publik |3 (tiga) hari

Publik dari PPID disetujui /
ditolak
B |
Ya
Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk
SK Daftar

SK berdasarkan pesetujuan Atasan PPID dan - Nl Daftar Informasi Publik yang 3 (tiga) hari

memutakhiran Daftar Informasi Publik paling telah disetujui
sinpkat 6 (enam) bulan sekali

Informasi Publik




